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1'EN1'ANG 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
1'ANGGAMUS TENTANG PE:RUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 

DAERAH 1'AHUN ANGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERA1'URAN BUPA1'l 
1'ANGGAMUS TEN1'ANG PEN"JABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPA1'AN 

DAN BELANeJA DAERAH 1'AHUN ANGGARAN 2012 

GCBERNUR LAMPUNG, 

Menimbang a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 186 Undang-Undang 
Nornor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 
Pasal 43 Peraturan Pcmerin tah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal III 
Perat.uran Menteri Dalam Negeri Nomor ] 3 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Ke uangan Daerah, 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Beianja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan Pcraturan 
Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tah uri 
Anggaran 2012, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan 
dengan kepentingan umum, peraturan perundang­
'undarigan yang lebih tinggi; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubcrnur 
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanggarnus tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 
dan Rancangan Peraturan Bupati 1'anggarnus tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012; 

Mengingat 1.	 Undarig-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak 
Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran 
Negara l~epublik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana 
telah drubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1gg4 
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3569); 

2.	 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor -t!, Tarnbahan Lembaran Negara Rcpublik 
Indonesia Nomor 4286)1; 



3.	 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4.	 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400:1; 

5.	 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

6.	 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7.	 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis 
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, 
Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5043); 

8.	 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

9.	 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang 
Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala 
Daerah (Lernbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 
Nornor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

10.	 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 
47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4712); 

11.	 Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4575); 



12.	 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

13.	 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang 
Pedornan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

14.	 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang 
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Pemerintah, Laporan Keterangan 
Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan 
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada 
Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nornor 19, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4693); 

15.	 Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaterr/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

16.	 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang 
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 139, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577); 

17.	 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang 
Pedornan Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5104); 

18.	 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan 
Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di 
Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5107) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 
2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5209); 

19.	 Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

20.	 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah rl.embaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5272); 



Menetapkan 

KESATU 

KEDUA 

21.	 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan BarangjJasa Pemerintah sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012; 

22.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 
310); 

23.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah 
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nornor 36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 525); 

24.	 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 311); 

MEMUTUSKAN: 

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI 
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
TANGGAMUS TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2012 DAN Ri\NCANGAN PERATURAN BUPATI TANGGAMUS 
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN 
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 
2012. 

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten 
Tanggamus tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan Rancangan 
Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran Perubahan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan 
ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 
Keputusan ini: 

Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan 
dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud 
pada Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung 
sejak diterimanya Keputusan ini. 



KETIGA
 

KEEMPAT 

KELIMA 

Tembusan: 

Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil 
evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten Tanggamus tentang Perubahan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dan 
Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus tentang Penjabaran 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan 
Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus 
menyatakan berlakunya pagu Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. 

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 dan Rancangan Peraturan Bupati Tanggamus 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 yang telah ditetapkan 
menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tanggamus tentang 
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2012 dan Peraturan Bupati Tanggamus tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2012 disampaikan kepada Menteri 
Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lambat 7 
(tujuh) hari setelah ditetapkan. 

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan 
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat 
kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan 
sebagaimana mestinya. 

Ditetapkan di Telukbetung 
pada tanggal "? O]-:-to'.:le:' 2012 

GUBER 

Z.P. 

1.	 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta; 
2.	 Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung 

di Baridar Lampung; 
3.	 Pimpinan DPRD Kabupaten Tanggamus di Kota Agung; 

4.	 Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampurig; 
5.	 Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Baridar Lampung. 



LA\1PlRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG 
NOMOR c16:;;::J.a!-:3.J.=t- ;;;12 

TANGGAL : 17 O::Gobe:.' 2:1;2 

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
 
TANGGAMUS TENTANC PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
 

BELANJA DAERAH TAHUN A:.JGGARAN 2012 DAN RANCANGAN PERATURAN
 
BUPATI TANGGAMUS TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
 

PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012
 

1. KEBIJAKAN UMUM 

1.	 Prioritas Pembangunan Pemerintah Kabupaten Tanggamus harus 
sinergi antara kebijakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi dalam 
peningkatan pertumbuhan (pro growth), penciptaan lapangan kerja 
(pro job), pengurangan kemiskinan (pro poor) dan perbaikan kualitas 
lingkungan hidup (pro environment) serta pengembangan percepatan 
pengurangan kemiskinan. 

2.	 Dalam menyusun program dan kegiatan Pemerintah Kabupaten 
Tanggamus harus berpedoman pada Dokumen Rencana 
Pembangunan Jarak Menengah Nasional (RPJMN), Rencana 
Pembangunan .Jarak l\Ienengah Daerah (RPJMD) dan Dokumen Tata 
Ruang serta dilakukan dengan memperhatikan prioritas 
pembangunan daerah dan kemampuan keuangan daerah. 

3.	 Kegiatan pembangunan fisik dalam rancangan Peraturan Daerah 
tentang Perubahan APBD agar dihindari dan apabila dianggarkan agar 
dicermati waktu yang tersedia, sehingga dapat di selesaikan sebelum 
berakhirnya Tahun Anggaran 2012 sesuai Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 155 ayat (6). 

4.	 Pemerintah Kabupaten Tanggamus agar menganggarkan kegiatan 
dalam rangka peningkatan sumber daya manusia dalam menyusun 
Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Kabupaten Tanggamus sesuai 
ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. 

II. PENDAPATAN DAERAH 

1.	 Target Pendapatan Daerah Kabupaten Tanggamus sebelum 
perubahan sebesar Rp.830.378.443.652,10,- bertambah sebesar 
Rp.38.891.330.391,90,- sehingga berjumlah sebesar 
Rp.869.269.774.044,-
Pendapatan Daerah tersebut berasal dari Pendapatan Asli Daerah 
sebesar Rp.14.95?290.449,65,- Dana Perimbangan sebesar 
Rp.669.756.992.270,- , Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah 
sebesar Rp.184.555A91.324,35,-. Berdasarkan target tersebut 
Pernerintah Kabupaten Tanggarnus harus rnelakukan intensifikasi dan 
ekstensifikasi Pendapatan dengan berpedoman pada peraturan 
perundang-undangan. 

III. BELANJA DAERAH 

1. BELANJA TIDAK LANGSUNG 

Anggaran Belanja Pegawai sebelum perubahan APBD sebesar 
Rp.445.425.321.507,98,- bertambah sebesar Rp.20.261.121.772,50,­
sehingga berjumlah Rp.465.686.443.280,48,­



Dalam perencanaan pengalokasian anggaran belanja pegawai agar 
dihitung secara cermat sehingga anggaran belanja yang bersifat wajib 
dan mengikat tidak terdapat permasalahan dalam ketersediaan 
anggaran serta merealisasikan gaji pada masing-masing SKPD. 

2. BELANJA LANGSUNG 

a.	 Penambahan penganggaran Belanja Barang Pakai Habis 
disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas 
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi SKPD, mempertimbangkan 
jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan 
sisa persediaan barang. 

b.	 Penyediaan Anggaran di Dinas Kesehatan 
Kegiatan Operasional Puskesmas dan Puskesmas Pembantu (16.25) 
semu1a sebesar Rp.1.067.550.600,- bertambah sebesar 
Rp.30.000.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.1.097.550.600,­
terdapat uraian belanja : 

belanja modal pengadaan konstruksi saluran air (5.2.3.23.09) 
sebesar Rp.25.000.000,­
belanja modal pengadaan instalasi listrik (5.2.3.25.01) sebesar 
Rp.5.000.000,­

Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata dalam kegiatan 
tersendiri disesuaikan dengan output kegiatan. 

c.	 Penyediaan Anggaran di Badan Perencanaan dan Pembangunan 
Daerah. 
Kegiatan Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) 
Kabupaten Tanggamus Tahun 2012 (Dana Pendamping) (15.09) 
semula sebesar Rp.68.375.000,- bertambah sebesar 
Rp.30.000.000,- sehingga berjumlah Rp.98.375.000,- terdapat 
uraian belanja modal pengadaan UPS/Stabilizer (5.2.3.12.08) 
sebesar Rp.5.000.000,­
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas ditata dalam Kegiatan 
Pengadaan Peralatan pada SKPD yang bersangkutan. 

e.	 Penyediaan Anggaran di Dinas Kebudayaan Pariwisata, Pemuda dan 
Olahraga 

Kegiatan Pembentukan Pasukan Pengibaran Bendera Pusaka 
(PASKIBRAKA) Tingkat Kabupaten (33.01) semula Rp.90.000.000,­
bertambah RpAO.OOO.OOO,- sehingga berjumlah Rp.130.000.000,­
Agar penambahan anggaran pada kegiatan tersebut diatas ditata 
kemba1i karena kegiatan tersebut te1ah ter1aksana. 

e.	 Penyediaan Anggaran di Sekretariat Daerah 
Kegiatan Pembinaan Kegiatan Keagamaan (63.10) semula sebesar 
Rp.1.537.050.000,- bertambah sebesar Rp.120AOO.000,- sehingga 
berjumlah sebesar Rp.1.657A50.000,- terdapat uraian belanja 
Pera1atan Kantor Lainnya (5.:2.3.10.16) sebesar Rp.7.525.000,­
Agar uraian be1anja kegiatan tersebut diatas ditata kembali 
disesuaikan dengan output kegiatan. 



f. Penyediaan Anggaran di Sekretariat DPRD 

1) Kegiatan Penyediaari Jasa Adminsitrasi Keuangan (01.07) serrrula 
sebesar F~p.8.336.826.215,- berrambah sebesar 
Rp.2 .283.517.905,- sehingga berjumlah sebesar 
Rp.l0.620.344.120,- pada uraian : 

a) Belanja Perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula 
sebesar Rp.l.374.460.000.­ bertambah sebesar 
Rp.610.240.000,- sehingga berjumlah sebesar 
Rp.l. 984.700.000,­

b) Belanja surat kabarjmajalah (5.2.2.03.05) sernula 
Rp.500.000.000,- bertambah Rp.422.680.000,- sehingga 
berjumlah Rp.922.680.000,­

c) Belanja publikasi dan kehumasan (spanduk, umbul-umbul dIl) 
sernula Rp.500.000.000,- bertambah Rp.519.200.000,­
sehingga berjumlah Rp.1.0 19.200.000,­

2) Kegiatan Pendalaman Tugas dan Fungsi DPRD (15.12) semula 
sebesar Rp.1.037.620.000,- bertambah sebesar Rp.382.415.000,­
sehingga berjurnlah sebesar Rp.l.420.035.000,- pada uraian : 
a) Belanja perjalarian dinas luar daerah (5.2.2.15.02) semula 

sebesar Rp.305.520.000.- berrambah sebesar Rp.117.840.000,­
sehingga berjurnlah sebesar Rp.423.360.000,­

b) Belanja kursus - kursus singkatjpelatihan (5.2.2.17.01) 
semula sebesarRp.711.000.000,- bertambah Rp.269.000.000,­
sehingga berjurnlah sebesar Rp.980.000.000,­

3) Kegiatan Kunjungan Kerja Pimpin an dan Anggota DPRD (15.13) 
semula sebesar Rp.250.413.000,- bertambah sebesar 
Rp.196.800.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.447.213.000,­
pada uraian Belanja Perjalanan dinas luar daerah (5.2.2.15.02) 
semula sebesar Rp.247.450.000.- bertambah sebesar 
Rp.196.800.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.444.250.000,­
Penambahan belanja surat kabar j majalah dan belanja publikasi 
dan kehumasan tersebut diatas agar dialihkan untuk kegiatan 
yang lebih prioritas, serta pelaksanaan kegiatan Perjalanan 
Dinas dan Kegiatan Pendalaman Tugas Fungsi DPRD tersebut di 
atas agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya 
dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari Perjalanan 
Dinas dimaksud sehingga relevansi ctengan substansi 
kebijakan pemerintah daerah dan pelaksanaan kursus-kursus 
singkatjpelatihan bepedoman kepada Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nornor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman Orientasi dan 
Pendalaman Tugas Anggota DPRD Provinsi dan DPRD 
KabupatenjKota. 



g.	 Penyediaan Anggaran di Badan Pelaksana Penyuluh Pertanian, 
Perikanan dan Kehutanan 
1) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan (30.01) 

semula sebesar Rp.25.000.000,- bertambah sebesar 
Rp.31.400.000,- sehingga berjumlah sebesar Rp.56.400.000,­
terdapat uraian : 

Belanja perawatan komputertvc: (5.2.2.23.01) Rp.840.000,­
Belanja modal pengadaan komputer note book (5.2.3.12.03) 
Rp.15.200.000,-
Belanja modal pengadaan printer (5.2.3.12.04) 
Rp.l.500.000,-
Belanja modal pengadaan kamera (5.2.3.16.01) 
Rp.1.650.000,­

2) Kegiatan Jambore Penyuluh Tingkat Nasional (34.06) 
Rp.150.000.000,·· terdapat uraian belanja : 

Belanja modal pengadaan filing cabinet (5.2.3.11.04) sebesar 
Rp.3.000.000,-

Belanja modal pengadaan komputer note Book (5.2.3.12.03) 
sebesar Rp.6.732.000,­

Agar uraian belanja kegiatan angka 1) dan 2) tersebut diatas 
dialihkan dan ditata pada Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor 
pada SKPD yang bersangkutan. 

h.	 Dinas Kehutanan dan Perkebunan 
Kegiatan Operasi Pengamanan Hutan dan Penyidikan Kasus (17.07) 
semula sebesar Rp.232. 910.000,- bertambah sebesar 
Rp.245.000.000,·- sehingga berjumlah sebesar Rp.4 77. 910.000,­
terdapat uraian belanja kursus-kursus singkatjpelatihan 
(5.2.2.17.01) Rp.35.000.000,­
Agar uraian belanja kegiatan tersebut diatas dialihkan dan ditata 
dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur pada SKPD yang 
bersangkutan dan anggaran kursus-kursus singkatjpelatihan agar 
ditingkatkan sesuai kebutuhan serta pelaksanaannya berpedoman 
pacta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang 
Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 
Tahun 2010. 


